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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, sehingga peningkatan
pembangunan di segala bidang sangatlah diperlukan, dimana suatu sistem kinerja
dalam program Pembangunan nasional berupa suatu kegiatan yang berlangsung
terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat baik secara materiil mappun spirituil. Untuk merealisasikan
tujuan tersebut perlu adanya perhatian terhadap pembangunan di segala sektor,
yaitu untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa di dalam pembiayaan
pembangunan, yaitu menggali sumber dana| baik yang berasal dari luar negeri
maupun dalam negeri. Dari luar negeri bisa berupa pinjaman dan bantuan,
sedangkan dari dalam negeri bisa berupa hasil migas dan non migas.

Untuk menjadi negara makmur {tu sendiri tentunya tidak selalu -
mengandalkan dana yang berasal dari luar negeri, akan tetapi perlu adanya
penggalian potensi dalam negeri sebagai ber pendapatan yang digunakan
untuk membiayai pembangunan. Untuk sektor migas tidak dapat diharapkan
secara terus-menerus di dalam menunjang pemasukan anggaran negara, schingga
negara perlu untuk mencari dana dari sektor lain, yaitu dari pajak.

Pemerintah dalam sektor perekoifé ian harus melaksanakan berbagai
kebijakan guna meningkatkan pendapatan|baik untuk pusat maupun daerah
melalui instansi-instansinya yang terkait. Demikian pula halnya dengan Dinas
Pendapatan Daerah (DIPENDA) yang merupakan salah satu Instansi Pemerintah
Daerah yang berupaya melaksanakan implikasi kebijakan di dalam penggalian
sumber dana untuk pembangunan daerah, |yang dalam realisasinya ditetapkan
adanya pengenaan Pajak Daerah dan Refribusi Daerah untuk meningkatkan
kontribusi pendapatan daerah. )

Sebagaimana di ketahui, bahwa| dasar hukum keberadaan Dinas
Pendapatan Daerah (DIPENDA) dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah

(Otoda) adalah UU No. 22 tahun 1999 tentang *“ Pemerintahan Daerah ™, dan UU

No. 25 tahun 1999 tentang * Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ™. Dinas
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berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 23 tahun 2000 tentang ~
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lumajang ",
bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan kegiatan dan penajaman
prioritas dalam pelaksanaan tugas di jajaran Dinas Pendapatan Daerah guna
meningkatkan Kontribusi Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di Kabupaten Lumajang.

Pelaksanaan kebijakan dan langkahtlangkah dalam usaha pencapaian

target, maka konsistensi terhadap Otonom{ Daerah memerlukan peningkatan

potensi pendapatan daerah di semua sektor. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 23
Tahun 2000, Pendapatan Daerah adalah | mutlak untuk dilaksanakan guna
membiayai pembangunan daerah, sehingea diharapkan berdasar prediksi
Kontribusi PAD terhadap pendapatan daergh yang di tuangkan dalam APBD
dapat mengalami kenaikan pertahunnya, sespai dengan target untuk pembiayaan
pembangunan selanjutnya.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |merupakan ketentuan yang telah di
tetapkan berdasarkan PerUndang-Undangan No. 18 tahun 1997 yang telah diubah
menjadi UU No.34 tahun 2000 sebagai sajah satu sumber pendapatan daerah.
Pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan “C” dikenakan pajak sesuai
dengan Peraturan Daerah No. 5 tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan
pengolahan bahan galian golongan “C” @i Kabupaten Lumajang dan Surat
Keputusan Bupati No. 16 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Lumajang. Berdasarkap uraian di atas, penulis membuat
laporan praktek kerja nyata dengan judul {‘Pemungutan Pajak Pengambilan
dan Pengolahan Bahan Galian Golongan * C ™ Badan Usaha sebagai
sumber Pendapatan Asli Daerah pada D{fmls Pendapatan Daerah Kabupaten

Lumajang *
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1.2

Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerj
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.
1.

Dalam penulisan laporan a

Nyata

Ingin mengetahui dan memahami pelaksanaan prosedur
Pemungutan Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian
golongan “C” Badan Usaha sebagai sumber Pendapatan Asli
Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lurriiajang.
Ingin mengetahui pengaruh besarnya kontribusi  Pajak
pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan “C*
terhadap penerimaan atau |Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
wilayah Kabupaten Lumajang.

Ingin memadukan pengetahuan teori yang di dapat selama
perkuliahan dengan pelaksanaan praktek sebenarnya tentang
Pemungutan Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian
golongan “C* sebagai salah satu potensi sumber dana di dalam
peningkatan kontribusi pendapatan daerah yang di gunakan

sebagai biaya pembangunan daerah.

ir diharapkan mempunyai manfaat

baik bagi penulis maupun pembaca, yang diantaranya :

1.

2

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya
tentang pemungutan Pajak| pengambilan dan pengolahan bahan
galian golongan “C*, pada|DIPENDA Kabupaten Lumajang.

Untuk melaksanakan tugds akhir guna memenuhi salah satu

syarat kelulusan pada program Diploma I[II Perpajakan

Fakultas Ilmu Sosial dan IImu Politik, Universitas Jember.
Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja secara

langsung, khususnya yang berhubungan dengan bidang

perpajakan.
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II. GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah
2.1.1. Latar Belakang Dinas Pendapat
Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999

tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999

Daerah.

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
maka dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada pelayanan
masyarakat dan pembangunan di daerah, perlu adanya penataan serta
pemberdayaan kelembagaan. Maka dari itu konsistensi terhadap Otonomi
Daerah memerlukan peningkatan potensi pendapatan daerah dalam semua
sektor.

Dinas Pendapatan Daerah Lumiajang merupakan salah satu dinas di
Kabupaten Lumajang sebagai pelaksana Otonomi Daerah dari dinas yang
ada di wilayah Kabupaten Lumdjang. Dinas Pendapatan Daerah
merupakan gabungan atau fusi dari tiga lembaga sebelum diberlakukanya
Otonomi Daerah, yaitu :

1. Dinas Pendapatan Daerah
2. Dinas Pasar
3. Kantor Unit Pelayanan Masyarakat Terpadu (UPMT)

Hasil dari pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan UU No. 22 Tahun

1999 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, maka terbagi
menjadi :
1. Sebelas (11) dinas, terdiri dari :
a. Dinas Pendapatan Daerah
b. Dinas Perhubungan
Dinas KOPINDAG

e o

Dinas Transmigrasi dan Kependudukan

@

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
f  Dinas Penanaman Modal dan [Tenaga Kerja

g. Dinas Pertanian
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i
§
k.

Dinas Pemukiman dan Sarana Wilayah (KIMSARWIL)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Tata Lingkungan dan Kehutanan

Dinas Kesehatan

2. Lima (5) Badan, terdiri dari :

a
b.
C.
d.

€.

Badan Pengawas

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Badan Pelayanan Masyarakat

Badan Pemerintah Daerah

Badan Bagian Keuangan

3. Tujuh (7) Kantor, terdir dari :

a.
b.

= <

€.
f.

g.

Kantor Pariwisata Pemuda, Olah raga, dan Seni budaya
Kantor Pengolah Data Elektroni

Kantor Informasi dan Telekomunikasi

Kantor Pertambangan
Kantor Kas Daerah
Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Polisi Pamong Praja

4. Delapan (8) bagian SETWILDA, yaitu :

a 6 o @

Lo

g.
h.

Bagian Personalia

Bagian Hukum

Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Sosial

Bagian Ekonomi

Bagian Pembangunan

Bagian Umum dan Perlengkapan

Bagian Keuangan

5. Dua Assisten, antara lain :

a.

Assisten satu bidang Pemerintahan dan Administrasi

b. Assisten dua bidang Pembangunan
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Kelembagaan DIPENDA terdiri dari lima Kepala Sub Dinas,'yaitu :

a.
b.

Satu Kabag Tata Usaha
Sembilan belas Kepala Seksi
Sepuluh Kepala Unit Pelaksa
Dua belas Kepala Pasar

Tujuh Kepala Rumah Potong

n Teknis Daerah ( UPTD )

. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas|Pendapatan Daerah
Sebagaimana ditetapkan dal

Peraturan Daerah Kabupaten

Lumajang Nomor 23 tahun 2000 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang, BAB

XIIT mengenai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang

pada pasal 245 s/d 271 yang antara lain sebagai berikut :

A. Kedudukan :
1.

B. Tugas Pokok

Pelaksanaan sebagian

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana
Kabupaten dalam bidang Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Dagrah dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas Pendapatan yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan |bertanggung jawab kepada Kepala
Daerah Melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendapatan Dderah dalam menjalankan tugasnya
secara teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh

Sekretaris Daerah.

pemerintahan dalam bidang

pendapatan daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Bupati.
C. Fungsi:

a. Penyusunan perencan

dan pengembangan penerimaan

pendapatan daerah.
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Penyelenggaraan pe
perhitungan, besarnya
lain-lain.
pendapatan lain-lain

permohonan banding.

ndaftaran,

Pelaksanaan kebersihan,

pendataan, penetapan

pajak atau retribusi dan pendapatan

Pelaksanaan penagihan pajak atau retribusi, PBB dan

serta pelayanan * keberatan dan

keamanan, ketertiban dan

pemeliharaan sarana dan prasarana pasar serta pemakaian

kekayaan daerah lainnya.

Pelaksanaan perhitungan besarnya pembagian keuangan

pusat dan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan

pelaporan pendapatan
dan daerah.

Pelaksanaan urusan k

terkait.

dana perimbangan keuangan pusat

tata usahaan dinas.
Pengawasan, pembinaan dan pengendalian tugas staf.

Pelaksanaan koordingsi dan pembinaan dengan instansi

1. Pertanggung jawaban |pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan

Daerah.

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.3. Visi dan Misi

Perubahan paradigma dalam kegiatan pemerintahan

sangatlah diperlukan agar
kebutuhan perubahan dal
Publik men

Administrasi

senantiasa dapat mengakomodasi
masyarakat dan memungkinkan
Penataan

kembali masyarakat.

kelembagaan dalam rangka peningkatan layanan dan menciptakan
sadar membayar pajak merupakan dambaan Pemerintah.

Dinas Pendapatan

melaksanakan sebagian

rah sebagai lembaga teknis yang
san dalam bidang pendapatan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

sebagaimana Peraturan Daerah| Kabupaten Lumajang nomor 23
Tahun 2000 mempunyai visi sebagai berikut
“ Pendapatan Asli Daerah| sebagai salah satu andalan
peningkatan kesejahteraan rakyat *.
Bertitik tolak dari visi yang telah dirumuskan diatas maka
dapatlah disusun misi Dinas Peridapatan Daerah sebagai berikut :
1. Memberdayakan Kelembagaan.
2. Memantapkan dan meningkatkan kinerja aparatur.
3. Mengadakan inovasi dan |pengembangan PAD berdasarkan
analisis potensi daerah.
4. Mengoptimalisasikan penefimaan sumber-sumber pendapatan
daerah.
5. Meningkatkan efektifitas kansultatif dengan Dinas atau Instansi

terkait.

2.2 Struktur Organisasi dan Fungsi Organisasi.
2.2.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah guatu kerangka yang menunjukan

hubungan-hubungan antara pejabat maupun bidang-bidang kerja satu sama
lain schingga jelas fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu
kebulatan yang teratur. Fungsi struktur organisasi adalah menjelaskan
tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dimiliki karyawan sehingga
setiap fungsi dan kesatuan tanggung jawab dapat diarahkan guna mencapai
tujuan suatu perusahaan atau suatu instansi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23
Tahun 2000, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Lumajang, adalah terlihat pada gambar 1 (Terlampir).

Deskripsi jabatan (tugas-tugas)| yang dilaksanakan oleh staf pada

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang antara lain :
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Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Tugas Pokok : Pelaksanaan sebagian Urusan Pemerintahan dalam

Fungsi :

Bidang Pendapatan Daerah serta Tugas-tugas lain
yang diberikan ¢leh Bupati.

a. Penyusunan perencanaan |dan pengembangan penerimaan
Pendapatan Daerah.

b. Penyelenggaraan pendaftaran| pendataan, penetapan perhitungan
besarnya Pajak atau Retribusi |[dan Pendapatan lain-lain.

c. Pelaksanaan penagihan Pajak atau Retribusi, PBB dan pendapatan
lain-lain serta pelayanan keberatan dan permohonan banding.

d. Pelaksanaan kebersihan, kearpanan, ketertiban dan pemeliharaan
sarana dan prasarana pasar |serta pemékaian kekayaan daerah
lainnya.

e. Pelaksanaan perhitungan besamya pembagian Keuangan Pusat dan
Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan pelaporan
pendapatan dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas.

g. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian tugas staf.

h. Pelaksanaan koordinasi dan pgmbinaan dengan instansi terkait.

1. Pelaksanaan monitoring evalpasi dan pengembangan pendapatan
daerah.

j. Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah.

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Kepala Bagian Tata Usaha.

Tugas Pokok : Pelaksanaan Urusan Umum, Keuangan, Kepegawaian

serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas Pendapatan Daerah.
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Fungsi :

Pelaksanaan administrasi ke

a.
b. Pelaksanaan administrasi kepggawaian.

o

Pelaksanaan administrasi keuangan.

e

Pemberian pelayanan kepada seluruh satuan organisasi dalam
lingkungan Dinas Pendapatan| Daerah.

e. Pengadaan dan pendistribusian benda-benda berharga.

f Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pendapatan Daerah.

Kepala Sub Bagian Umum.
Tugas Pokok : Pelaksanaan Urusan Surat-menyurat, Kearsipan,Rumah
Tangga, Pembaydran Gaji Pegawai dan Perjalanan
Dinas serta Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan.
Fungsi :
Pelaksanaan urusan surat-menyurat.

a.
b. Pelaksanaan kearsipan dan rumah tangga dinas.

o

Pelaksanaan pembayaran gaji pegawai dan perjalanan dinas.

e

Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan.

e. Pelaporan secara periodik persediaan dan penggunaan benda-
benda berharga.

f  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kabag. Tata Usaha.

. Kepala Sub Bagian Keuangan.

Tugas Pokok : Penyiapan Bahan Penyusunan Anggaran Belanja dan
Pengembangan Administrasi Kepegawaian.

Fungsi :

a. Penyusunan rencana penerimaan dan belanja dinas.

b. Penyusunan SPP belanja rutin atau pembangunan, daftar gaji dan

tunjangan.

¢. Penyusunan pembukuan dan administrasi keuangan.
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5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian.
Tugas Pokok : Penyiapan B

Fungsi :

a.

11

. Pelaksanaan evaluasi realisasi penerimaan dan belanja dinas.

. Penyusunan pelaporan penerimaan dan pengeluaran sesuai realisasi

dan bukti penerimaan dan bukti pengeluaran.

. Pengendalian pelaksanaan pembayaran gaji.

. Penerimaan dan penyetoran semua Pendapatan Daerah ke Kas

Daerah.

. Penerimaan tugas lain yang diberikan oleh Kabag. Tata Usaha.

an Penyusunan Kebutuhan dan

Pengembangan Administrasi Kepegawaian.

Penyiapan usulan kenaikan pangkat sesuai dengan persyaratan

kepegawaian.

b. Penyiapan usulan mutasi dan promosi pegawai sesuai dengan daftar
urut kepangkatan dan prestasi kerja.
c. Penyiapan usulan tunjangan keluarga sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
d. Penyiapan usulan kenaikan gaji berkala secara reguler.
e. Pengusulan kebutuhan pendidikan dan latihan pegawai.
f.  Pengusulan pengajuan pemberhentian pensiun pegawai sesual
dengan data kepegawaian agar diperoleh SK pensiun tepat waktu.
g. Pengusulan pemberian penghargaan pegawai.
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberiakan oleh Kabag. Tata Usaha.
6. Kepala Sub Dinas Perencanaan Pengembangan.
Tugas Pokok : Penyusunan | Perencanaan dan Pengembangan
Penerimaan [Pendapatan Daerah baik melalui
Intensifikasi maupun Ekstensifikasi serta Evaluasi
dan Monitoring Pendapatan Daerah.
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Fungsi :

Penyusunan rencana anggaran Kas Pendapatan Daerah.

a
b. Penyusunan rencana kerja tahunan dinas.

c. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah di bidang pendapatan.
d. Penyusunan Pendapatan Daerah.

tensifikasi dan ekstensifikasi.

@

Penyusunan rencana kegiatan i

f.  Pelaksanaan evaluasi penerimaan pendapatan daerah.

g, Pelaksanaan monitoring pemungutan Pajak atau Retribusi Daerah,
PBB dan pendapatan lainnya. |

h. Pelaksanaan pengkajian kemungkinan kerja sama dengan pihak
ketiga.

i. Pelaksanaan pembinaan teknis|dan administrasi pemungutan.

j.  Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

k. Pelaksanaan pencatatan terhadap penerbitan Surat Ketetapan Pajak
dan Retribusi Daerah, PBB dan pendapatan lain-lain.

I.  Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak atau
Retribusi Daerah dan lain-lain

m. Pembukuan dan melaporkan pendapatan Pajak atau Retribusi
Daerah, PBB dan pendapatan lain-lain.

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pendapatan Daerah.

. Kepala Seksi Penyusunan Program.
Tugas Pokok : Penyusunan Repcana APBD, AKP, RKT, Potensi
Pendapatan, Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Pendapatan Daerah.
Fungsi :
a. Penyusunan rencana perubahan dan perhitungan APBD di bidang

pendapatan.

b. Penyusunan rencana Angg Kas Pendapatan Daerah.

¢. Penyusunan rencana kerja t dinas.
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d. Penyusunan potensi pendapatan daerah tahunan jangka menengah
dan jangka panjang.
e. Penyusunan rencana kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi

pendapatan daerah.

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ka. Sub. Din.

Perencanaan dan Pengembangan.

8. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
Tugas Pokok : Pelaksanaan pe¢ncatatan terhadap Penerbitan Surat
Ketetapan, Bukti Pembayaran, Pembukuan dan
Pelaporan Pendapatan Pajak atau Retribusi Daerah,
PBB dan Pendapatan lain-lain serta Tunggakan
PBB.
Fungsi :
a. Pencatatan terhadap penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan
Retribusi Daerah.
b. Pencatatan bukti pembayaran pajak atau retribusi daerah dan
pendapatan lainnya.
¢. Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak atau
retribusi daerah, PBB dan pendapatan lain-lain.
d. Pelaksanaan pembukuan dan
PBB.
e. Pelaksanaan pembukuan dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ka. Sub. Din.

Perencanaan dan Pengembangan.

9. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi.
Tugas Pokok : Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi terhadap
Penerimaan Pajak atau Retribusi Daerah, PBB dan
Pendapatan lainnya, pengkajian kemungkinan kerja

sama dengan [pihak ketiga serta Pembinaan Tekms
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dan Administrasi pemanfaatan kepada Wajib Pajak
atau Wajib Rétribusi dan Instansi terkait.

Fungsi :

a. Pelaksanaan monitoring pemungutan Pajak atau Retribusi Daerah,

PBB, dan Pendapatan lainnya serta tunggakan PBB.
b. Pelaksanaan evaluasi penerimpan pendapatan daerah.
c. Pelaksanaan evaluasi terhadap Tarif Pajak atau Retribusi Daerah.
d. Pelaksanaan pengkajian kerja jsama dengan pihak ketiga.
e. Pelaksanaan pembinaan teknfs dan administrasi pungutan kepada
seluruh jajaran dinas dan instansi terkait.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ka. Sub. Din.

Perencanaan dan Pengembangan.

10. Kepala Sub Dinas Penetapan.
Tugas Pokok : Penyelengg Pelayanan Administrasi Pendaftaran
dan Pendataan, Perhitungan dan Penetapan besarnya
Pajak atau Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah

lainnya.

Fungsi :

a. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak atau Retribusi Daerah dan
wajib bayar pendapatan lain-lain serta memeriksa lokasi lapangan
atau mendata melalui laporan|instansi lain.

b. Penyusunan dan menghimpun daftar induk wajib pajak atau
retribusi daerah dan wajib bayar pendapatan lain-lain serta
melakukan peremajaan data.

¢. Pelaksanaan penyampaian SPOP , SPPT dan DHKP PBB.

d. Pembuatan nota perhitungan (dan menerbitkan SKPD, SKRD, SKP
sementara, SKP Rampung,

e. Penetapan besarnya angsuran|pembayaran Pajak Daerah.

f. Penerbitan SKPD, SKRD.

g. Penerbitan surat perjanjian angsuran.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

11,

12.

h. Penerbitan SKP Sementara dan| SKP Rampung.

i. Penyusunan daftar surat penetapan Pajak atau Retribusi Daerah.

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pendapatan Daerah.

Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendapatan.

Tugas Pokok : Pelaksanaan dan melayani Pendaftaran dan Pendataan
terhadap Wajib
Wajib Bayar Pendapatan lain-lain.

ajak atau Retribusi Daerah serta

Fungsi :

a. Pelaksanaan pelaporan pendaftaran wajib pajak atau retribusi
daerah dan wajib bayar pendapatan lain-lain pemeriksaan lokasi
lapangan atau mendata melalui laporan instansi terkait.

Daftar Induk Wajib Pajak atau

Bayar Pendapatan lain-lain serta

b. Penyusunan dan menghimp
Retribusi Daerah dan Waji
melakukan peremajaan data.

¢. Pelaksanaan penyampaian SPQP, SPPT, DHKP PBB.

d. Pelaksanaan tugas lain yarg diberikan oleh Ka. Sub Din.
Penetapan.

Kepala Seksi Perhitungan dan Pgnetapan.

Tugas Pokok : Pembuatan Nota Perhitungan Ketetapan Pajak atau
Retribusi Daerah serta perhitungan besarnya denda
atas Keterlambatan Pembayaran Pajak atau
Retribusi.

Fungsi :

a. Pembuatan nota perhitungan ketetapan pajak atau retribusi daerah.

b. Pembuatan nota perhitungan penetapan pajak atau retribusi daerah

bahan.

¢. Penetapan besarnya angsuran pembayaran pajak daerah.

secara jabatan dan penetapan
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d. Perhitungan besarnya denda alas keterlambatan pembayaran pajak
daerah.

e. Pelaksanaan tugas lain yan

diberikan oleh Ka. Sub. Din.

Penetapan.

Kepala Seksi Penerbitan dan Angsuran.

Tugas Pokok : Penerbitan SKPD atau SKRD, Surat Perjanjian
Angsuran, S Sementara, SKP Rampung serta
Menyusun Daftar Surat Ketetapan Pajak atau
Retribusi Daerah.

Fungsi :

a. Penerbitan SKPD atau SKRD.

b. Penerbitan surat perjanjian angsuran.

Penerbitan SKP sementara SKP Rampung.

O

=5

Penyusunan daftar surat ketetapan pajak atau retribusi daerah.

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ka. Sub. Din.

Penetapan.

Kepala Sub Dinas Penagihan.

Tugas Pokok : Pelaksanaan Penagihan Pajak atau Retribusi Daerah

PBB dan Pendapatan lain-lain serta melayani
Keberatan dan Permohonan Banding,.
Fungsi :
a. Penelitian keterlambatan pembayaran SKPD atau SKRD dan
ketetapan denda.
b. Pelaksanaan penagihan atas Pajak Terhutarig atau Retribusi Daerah,
PBB dan Pendapatan lain-lain.
c. Penyetoran hasil pungutan Pajak atau Retribusi Daerah, PBB dan
Pendapatan lain-lain.
d. Pengadministrasian tagihan Pajak atau Retribusi Daerah, PBB dan

Pendapatan lain-lain.
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8.

. Penyiapan, penerbitan surat

17

. Pendistribusian SKPD atau | SKRD kepada wajib pajak atau

retribusi daerah dan pendapa

Penerimaan dan melayani surat keberadaan dan surat permohonan

lain-lain.

banding atas materi penetapan| pajak atau retribusi daerah, PBB dan
pendapatan lain-lain.
Penyiapan keputusan, menefima atau menolak keberatan dan
meneruskan penyelesaian

Pertimbangan Pajak (MPP) s
atas penetapan PBB atau BPH|'P.

rmohonan banding ke Majelis

membantu meneruskan keberatan

ringatan, surat teguran, surat paksa
dan mengirimkan melalui juru|sita kepada yang bersangkutan.
Pengumpulan dan pengelol data pendapatan lain-lain sesuai
dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pelaksanaan koordinasi pen

instansi terkait.

san pendapatan lain-lain dengan

. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pendapatan Daerah.

Kepala Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi.

Tugas Pokok : Pelaksanaan

Fungsi :

a.

distribusian SKPD atau SKRD
kepada Wajib Pajak atau Retribusi Daerah, PBB dan

Pendapatan lainqlain serta melaksanakan penagihan,
penyetoran Pajak atau Retribusi Daerah, PBB dan
Pendapatan lain-lain. '
Pendistribusian SKPD atau | SKRD kepada Wajib Pajak atau
an lain-lain.

Penelitian keterlambatan pembayaran SKPD atau SKRD dan
ketetapan denda.
Pelaksanaan penagihan atas Pajak atau Retribusi Daerah, PBB
terhutang dan pendapatan laintlain.

Retribusi Daerah dan pendap
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d. Penyetoran hasil pungutan Pajak atau Retribusi Daerah dan
pendapatan lain-lain.
e. Pengadministrasian Tagihan |Pajak atau Retribusi Daerah dan
pendapatan lain-lain.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ka. Sub. Din.

Penagihan.

Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa.

Tugas Pokok : Penerimaan Surat Keberatan, menyiapkan Keputusan
an Surat Peringatan, Surat
Teguran,Surat

Retribusi Daerah

aksa atas Penetapan Pajak atau

Fungsi :

a. Penerimaan dan pelayanan surat keberatan dan surat permohonan
banding atas materi penetapan |Pajak atau Retribusi Daerah.

b. Penyiapan keputusan, menefima atau menolak keberatan dan
meneruskan penyelesaian rmohonan banding ke Majelis
Pertimbangan Pajak (MPP) serta membantu meneruskan keberatan
atas penetapan PBB.

c. Penyiapan penerbitan Surat Peringatan, Surat Teguran, Surat Paksa
dan mengirimkan melalui juru|sita kepada yang bersangkutan.

d. Pelaksanaan tugas lain vy diberikan oleh Ka. Sub. Din.
Penagihan.

Kepala Seksi Pendapatan Lain-Lain.

Tugas Pokok : Pengumpulan Pengelolaan Data Pendapatan lain-

lain, Koordinasi Pengurusan Pendapatan lain-lain dan

Sumber-sumber | Pendapatan  Daerah  bagian

Kabupaten yang berasal dari Instansi yang terkait.
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Fungsi :

a.

Kepala Sub Dinas Sarana dan Pr.

Pengumpulan dan mengelola

dengan peraturan perundang-u
Pengadaan koordinasi pengu
instansi terkait.

Pelaksanaan pengkoordinasi
Daerah yang berasal dari insta
Pelaksanaan tugas lain vyan

Penagihan.

Tugas Pokok :  Pelaksanaan Ke
Pemeliharaan
Kekayaan Daer.
Fungsi :

a.

Pemberian pelayanan perizin
bangunan pasar daerah baik y
perpanjangan.

pasar.

19

data pendapatan lain-lain sesuai

dangan yang berlaku.

usan pendapatan lain-lain dengan

sumber-sumber Pendapatan Asli
si yang terkait.

diberikan oleh Ka. Sub. Din.

ertiban, Keamanan, Kebersihan dan
arana dan Prasarana Pasar serta

yang menjadi Kewenangannya.

terhadap pemakaian pelataran dan
ang bersifat baru, peralihan maupun

. Pencatatan daftar pengguna p{plataran dan bangunan dalam daerah

Penyimpanan dokumen-dokumen surat izin pengguna pelataran dan

bangunan dalam pasar daerah.

Pemberian saran dan pertimbangan dalam rangka pemberian

perizinan penggunaan pelatara

n dan bangunan pasar daerah.

Pengaturan penggunaan atas pemakaian atas kekayaan daerah yang

menjadi wewenangnya.
Pengupayaan
pemakaian sarana dan prasal

kekayaan daerah lain yang met

terciptanya Ketertiban dan keamanan dalam

rana pasar daerah serta pemakaian

njadi kewenangannya.

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang terkait.
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Kepala Seksi Pelayanan.

Tugas Pokok :  Pemberian pel

Fungsi :

a.

20

. Pelaksanaan pembinaan terHadap para pengguna sarana dan

prasarana pasar daerah dan pgmakaian kékayaan daerah lain yang
menjadi kewenangannya, dalam bidang ketertiban, keamanan dan
kebersihan.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Daerah.

yanan perizinan, menyusun daftar

untuk penggunaan dan menyimpan dokumen
perizinan terhadap pemakaian pelataran dan
bangunan pasar daerah.

Pemberian pelayanan perizinan terhadap pemakaian pelataran dan

bangunan pasar daerah baik

perpanjangan.

g bersifat baru, peralihan maupun

. Penyusunan daftar induk pengguna pelataran dan bangunan dalam

pasar daerah.

Penyimpanan dokumen-dokumen surat izin pengguna pelataran dan
bangunan dalam pasar daerah.
Pemberian saran pertimbangan dalam rangka pemberian perizinan
penggunaan pelataran dan bangunan pasar daerah.

Pengaturan penggunaan atas pemakaian atas kekayaan daerah yang
menjadi kewenangannya.
Pelaksanaan intensifikasi pendapatan dan retribusi pemakaian
kekayaan daerah.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ka. Sub. Din. Sarana

dan Prasarana.
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20. Kepala Seksi Ketertiban.

Tugas Pokok : Penciptaan etertiban dan Keamanan serta

Pembinaan Teknis terhadap para Pengguna Sarana
dan Prasarana Papar Daerah dan pemakaian Kekayaan

Daerah yang menjadi Kewenangannya.

Fungsi :

a.

Pengupayaan terciptanya Ketertiban dan keamanan dalam
pemakaian sarana dan prasafana pasar daerah serta pemakaian
kekayaan daerah lain yang menjadi kewenangannya.

Pelaksanaan pembinaan terhadap para pengguna sarana dan
prasarana pasar daerah dan |pemakaian kekayaan daerah yang
menjadi kewenangannya dalam bidang ketertiban, keamanan dan
kebersihan.

. Pemberian saran pertimbangﬁm dalam penarikan petunjuk teknis

ketertiban dan keamanan.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ka. Sub. Din. Sarana

dan Prasarana.

. Kepala Seksi Pemeliharaan Kebersihan.

Tugas Pokok : Pelaksanaan Rembinaan Kebersihan Sarana dan

Fungsi :

a.

Prasarana Pasar Daerah dan Kekayaan Daerah lain

yang menjadi
Lingkungan Pasar Daerah.

Kewenangannya serta Kesehatan

Pelaksanaan pembinaan kebersihan terhadap sarana dan prasarana
pasar daerah dan kekay daerah lainnya yang menjadi
kewenangannya.
Pemberian petunjuk teknis tentang kebersihan sarana dan prasarana
pasar daerah dan kekayaan dag¢rah lainnya.

Pelaksanaan pemeliharaan ter p sarana dan prasarana pelayanan

umum lainnya yang menjadi kewenangannya.
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Pembuatan laporan hasil pelaksanaan kebersihan dan pemeliharaan
pasar daerah dan kekay daerah lainnya yang menjadi
kewenangannya. |

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ka. Sub. Din Sarana

dan Prasarana.

22. Kepala Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan.

Tugas Pokok : Pelaksanaan perhitungan besarnya pembagian Pusat

Fungsi :

a.

dan Daerah berdasarkan Ketentuan yang berlaku,
melakukan Pengurusan dan Pembukuan serta
Pelaporan Pendapatan Dana Perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan pembukuan dan| pelaporan pendapatan daerah yang
berasal dari PBB, BPHTB, PBBKB, IHH, pemberian hak atas

tanah negara, royalti dan retr{busi izin usaha kepariwisataan serta
pendapatan lainnya yang meruipakan perimbangan keuangan pusat
dan daerah. |

Penyajian data tunggakan PBB, BPHTB, PBB KB, [HH, pemberian
hak atas tanah negara, foyalti dan retribusi izin usaha
kepariwisataan serta pendapatan lainnya yang merupakan
perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek PBB.
Pelaksanaan koordinasi dengan kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan.
Pelaksanaan koordinasi dengah instansi terkait.

Penerimaan dan pendistribusjan SPPT dan DKKP ke desa atau
kelurahan.
Pelaksanaan intensifikasi pemasukan PBB atau BPHTB bersama

dengan tim PBB.
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h. Penyajian saran pertimbangah dalam rangka pengurusan dana

perimbangan keuangan pusat daerah yang berasal dari pajak.

i. Pelaksanaan penghitungan dap pengurusan besarnya pendapatan
daerah yang berasal dari [HH, pemberian hak atas tanah negara,
royalti dan retribusi izin usaha kepariwisataan serta pendapatan
lainnya yang merupakan perimbangan keuangan pusat dan daerah
yang berasal dari non pajak.

J. Penyajian saran pertimbangan terhadap penyelesaian tunggakan
pendapatan daerah yang bergsal dari IHH, pemberian hak atas
tanah negara, royalti dan retribusi izin usaha kepariwisataan serta
pendapatan lainnya yang merypakan perimbangan keuangan pusat
dan daerah.

k. Penghimpunan peraturan pdrundang-undangan dan keputusan
Bupati tentang pajak atau retribusi daerah dana perimbangan, serta
pendapatan lainnya.

|. Penyusunan materi atau bahan rencana peraturan daerah dan
keputusan Bupati tentang retribusi atau pajak dan pendapatan
lainnya.

m. Penyajian saran pertimbangan|tentang perubahan peraturan daerah
dan keputusan Bupati tentang pajak atau retribusi dan pendapatan

lainnya.

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pendapatan Daerah.

23. Kepala Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Non
Pajak.

Tugas Pokok : Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan pendapatan

Daerah yang bgrasal dari PBB, PPB KB, IHH,

pemberian hak atas tanah negara, royalti dan retribusi

izin usaha kepatiwisataan serta pendapatan lainnya
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yang merupakan

daerah.
Fungsi :
a. Pelaksanaan pembukuan dan
berasal dari PBB, PBB KB, I
royalti, izin usaha kepariwi
merupakan perimbangan ke

Penyajian tunggakan PBB,

24

perimbangan keuangan pusat dan

pelaporan pendapatan daerah yang

, pemberian hak atas tanah negara,
serta pendapatan lainnya yang
gan pusat dan daerah.

B KB, [HH, pemberian hak atas

tanah negara, royalti dan retribusi izin usaha kepariwisataan serta

pendapatan lainnya yang me
dan daerah.

Hasil Pendapatan.

24. Kepala Seksi Bagi Hasil Pajak da1
Tugas Pokok : Pelaksanaan Peng
atau Subyek PBd

dan DHKP, mg

penyusunan Dan

Daerah serta
Daerah.
Fungsi :
a.

subyek PBB atau BPHTB.

kelurahan.

dengan tim PBB.

Perimbangan Keuangan Pusat

Pelaksanaan fungsi lain yang

Pelaksanaan pendaftaran, pf

Penerimaan dan mendistribus

Pelaksanaan intensifikasi pen

Penyajian saran pertimbanga

pakan perimbangan keuangan pusat

diberikan oleh Ka. Sub. Din. Bagi

n Bukan Pajak.

jaftaran dan Pendataan Obyek Pajak
atau BPHTB, Pendistribusian SPPT
nyajikan saran pertimbangan dan
a Perimbangan Keuangan Pusat dan

Perhitungan besarnya Pendapatan

endataan, reklasifikasi obyek dan
tkan SPPT dan DHKP ke desa atau

nasukan PBB atau BPHTB bersama

in dalam rangka pengurusan Dana
dan Daerah yang berasal dari Pajak.
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Pelaksanaan perhitungan dan pengurusan besarnya pendapatan

daerah yang berasal dari , pemberian hak atas tanah negara,
royalti, dan izin usaha kepafiwisataan serta pendapatan lainnya
yang merupakan Perimbangah Keuangan Pusat dan Daerah yang
berasal dari non pajak.
Pelaksanaan tugas lain yang|diberikan oleh Ka. Sub. Din. Bagi

Hasil Pendapatan.

25. Kepala Seksi PerUndang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan

Tugas Pokok : Pelaksanaan| penghimpunan Peraturan Dana

Fungsi :

a.

Perimbangan dan Pengkaj ian Pendapatan Daerah
serta menyigpkan Materi atau Bahan Rencana
Peraturan Dperah dan Keputusan Bupati tentang
Pajak atau | Retribusi Daerah dan Pendapatan

lainnya.

Penghimpunan peraturan rundang-undangan dan keputusan
Bupati tentang pajak atau retribusi daerah serta pendapatan lain.
Pengkajian tentang pendapatan daerah.

Penyiapan materi atau bahan Rencana Peraturan Daerah dan
Keputusan Bupati tentang |Pajak atau Retribusi Daerah dan
Pendapatan lainnya.
Penyajian saran pertimbangan tentang Perubahan Peraturan Dareah
dan Keputusan Bupati tentang Pajak atau Retribusi Daerah dan

Pendapatan lainnya.

. Pelaksanaan tugas lain yang|diberikan oleh Ka. Sub. Din. Bagi

Hasil Pendapatan.

26. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Kecamatan.

Tugas Pokok : Pemberian Pelaya

Pemungutan dan Penyetoran atas
Pembayaran Pajak atau Retribusi Daerah, PBB,
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Fungsi :

a.

c. Pengelolaan dan mempertang

Satuan Pengawasan Intern (SPI).

26

Pendapatan lain-lain serta Tugas Pengawasan terhadap

Pemeliharaan Ketertiban, Keamanan dan Kebersihan,

menangani permasalahan yang timbul serta tugas lain

vang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
Penerimaan, pemungutan dan penyetoran seluruh pendapatan
daerah kepada BKP atau Tim pungut yang ditunjuk oleh Bupati.
Pengoptimalan pemasukan pendapatan daerah.
gjawabkan benda-benda berharga.
Pelaksanaan pengawasan atas
dan ketertiban.

meliharaan, kebersihan |, keamanan

Pengadaan koordinasi dengan |instansi setempat.

Penanganan, melaporkan setiap permasalahan yang timbul dan
membantu penyelesaian sesuaj dengan petunjuk dari Kepala Dinas.
Pemberian saran pertimbangan terhadap setiap usaha peningkatan
pendapatan daerah kepada Keibala Dinas.

Pelaporan pelaksanaan tugai kepada Kepala Dinas Pendapatan

Daerah.

. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Tugas Pokok : Pelaksanaan fugasnya secara Administratif dan

Fungsi :

a.

Operasiaonal |bertanggungjawab kepada Kepala

Dinas.

Pelaksanaan pengawasan terhadap teknis pemungutan, pemantauan
penggalian dan peningkatan |pendapatan daerah yang bersumber
dari Pajak atau Retribusi Daerah dan Pendapatan lainnya serta
PBB.
Pelaksanaan pengawasan ferhadap pengelolaan benda-benda

berharga dan inventaris.
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C.

d.

28. Unit Pelaksana Teknis Dinas Peld

27

Penyampaian saran pertimbarigan kepada Kepala Dinas berkaitan
dengan upaya penggalian potehsi daerah secara optimal.
Pelaporan hasil pengawasan| kepada Badan Pengawas Daerah

sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bupati.

yanan Perizinan.

Tugas Pokok : Pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah

Fungsi :

a.

s

- o o o

baik Teknis maupun Administratif Pemungutan,

Perizinan dan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas Pendapatan Daerah.

Pelaksanaan koordinasi dengan intansi terkait dalam memproses
pelayanan perizinan.
Pemungutan dan penyetoran hasil penerimaan retribusi perizinan.
Pembukuan dan melaporkan

Pelaksanaan pengelolaan ben

sil pungutan retribusi perizinan.
-benda berharga.

Pembukuan dan melaporkan pemakaian benda-benda berharga.
Pelaksanaan pembinaan administrasi disatuan kerja.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pendapatan Daerah.
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111. PELAKSANAAN PRAK'

o

eFSIa

EK KERJA NYATA

3.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Diskripsi Kegiatan Mahasiswa Selama

Prakiek kerja nyata pada Dinas

Praktek Kerja Nyata

Pendapatan Daerah (DIPENDA)

Kabupaten Lumajang yang berlangsung sclarxL&a [ bulan yaitu mulai tanggal 18 Juli

sampai dengan 20 Agustus 2001, Adapun h

ari efektif praktek kerja nyata pada

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang adalah :

. Pukul 07
. Pukul 07
Dinas Pendapatan Daerah KabupateJ

Senin - Kamis

Jum’at

Rahman Hakim No. | Lumajang. Instansi

ruangan, 1 tempat parkir, 2 gudang, 1 mushg

seluas 20 x 80 m* dan luas bangunan 10 x 60

Pelaksanaan kegiatan praktek kerja

pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupatg

kegiatan sebagai berikut :
a. Minggu ke-1

1) Berkenalan dan bertemu den

oleh Ibu Yayun.

2) Menerima penjelasan tentang|:

a) Mekanisme pembayaran

Bahan galian Golongan *

00 - 14.00

.00 - 11.00

) Lumajang letaknya di Jalan Arief
ini memiliki 1 bangunan dengan 8
blla, Instansi ini berdiri di atas tanah
m” .

nyata yang dilakukan oleh penulis

n Lumajang dalam 1 bulan dengan

gan Kepala Bagian Tata Usaha yaitu

Pajak pengambilan dan Pengolahan
C* Di Kabupaten Lumajang.

b) Keadaan, Gambaran Um
b. Minggu ke-11

m Instansi dan Struktur Organisasi.

1) Mencari data tentang halthal yang berkaitan dengan pajak

pengambilan dan pengolahani bahan galian golongan “C”, hal ni

digunakan sebagai acuan unt
2) Melakukan wawancara den

pengembangan yang berhubu

pengolahan bahan galian golo

28

menentukan judul.
an bagian sub dinas perencanaan
ingan dengan pajak pengambilan dan

ngan “C”.
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c. Minggu ke-l11
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1) Membantu melaksanakan tligas-tugas di sub unit perencanaan

pengembangan diantaranya
2001 periode perbulan dal
lebih memudahkan perhitun

memilah-milah data register tahun

format yang lebih sederhana untuk

.

2) Menanyakan dan mendapat penjelasan serta memperoleh data

tentang proses pelaksan.
pengambilan dan pengolah

d. Minggu ke-1V
Mengumpulkan sek

penyetoran dan pelaporan pajak

bahan galian golongan “C”.

igus merangkum keterangan dan data

yang diperoleh serta mencocpkkan pelaksanaan Pajak penganibilan

dan pengolahan bahan gali
Daerah Kabupaten Lumajan

penyusunan laporan akhir,

3.1.2 Hasil Praktek Kerja Nyata

Dinas Pendapatan Daerah (DIPEN
Kabupaten Daerah Tingkat II Lumaj
Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang
Pendapatan Daerah (DIPENDA) dalam

golongan “C” pada Dinas Pendapatan

, Untuk selanjutnya digunakan dalam

A) adalah Dinas Pendapatan Daerah
g yang menurut Peraturan Daerah
No. 05 tahun 1998 sehingga Dinas
melaksanakan kegiatan pemungutan

pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan “C*, Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah yang merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat II.

Beberapa istilah yang harus dike
dalam Dinas Pendapatan Daerah yaitu :

a. Pajak pengambilan dan pengol

ui untuk lebih memahami kegiatan

& » e il - L > .2 o -
au balra galian goiongan “C yaiig

selanjutnya disebut pajak adalah Pungutan daerah atas pengambilan dan

pengolahan bahan galian golong
b. Bahan galian golongan “C* ad
peraturan perundang-undangan y:

“C“_
ah Bahan galian golongan “C* dalam
ang berlaku.
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c. [Eksploitasi bahan galian golongan “C* adalah Pengambilan bahan
galian golongan “C* dari sumber alam di dalam dan atau permukaan
bumi untuk di manfaatkan.

d. Surat Pemberitahuan Pajak Dderah (SPTPD) adalah Surat yang
digunakan oleh wajib pajak

ntuk melaporkan perhitungan dan

pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan perUndang—
Undangan Perpajakan Daerah.

€. Surat Setoran Pajak D.aerah (SSPD) adalah Surat yang digunakan oleh
wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang
terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati
Kepala Daerah.

f. Surat Ketetapan Pajak Daerah ($KPD) adalah Surat Keputusan yang
menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

g. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah Surat
Keputusan yang menentukan bgsarnya jumlah pajak yang terutang,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

h. Surat Ketetapan Pajak Daerah ang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
adalah Surat Keputusan yang mepentukan tambahan atas jumlah pajak
yang telah ditetapkan.

i. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) adalah Surat

Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak

karena jumlah kredit pajak lebi

tidak seharusnya terutang.

j. Surat Ketetapan Pajak Daerah N

besar dari pajak yang terutang atau

il (SKPDN) adalah Surat Keputusan
yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

k. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) adalah Surat untuk melakukan
tagihan pajak atau sanksi adminittasi berupa bunga dan atau denda.

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan “C* dipungut

atas setiap kegiatan eksploitasi bahan galign golongan “C*. Dimana wajib pajak



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

adalah orang pribadi atau badan yang meny
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elenggarakan eksploitasi bahan galian

golongan “C*“ sedangkan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian

golongan “C* terdapat subyek pajak dan ob

semua kegiatan eksploitasi bahan galian
Peraturan Daerah adalah :

o @

Bentonit, dolomit, feldspar.

a o

Garam batu, grafit, granit.
Gipa, kalsit, kaolin._
Leusit, magnesit, mika.

Marmer, nitrat, opsidien, oker.

B R oo

Pasir dan kerikil, pasir kuarsa,

-

j.  Tawas, tras, yarosit, zcolit.

Sedangkan subyek pajak adalah orang prib

atau mengambil bahan galian golongan
Daerah Kabupaten Lumajang obyek pajak

atau kapur.

a. Dasar Pengenaan Pajak.
Dasar pengenaan pajak adalah nil

golongan “C*. Dasar pengenaan pajak unt

Asbes, batu tulis, batu setengah

Batu kapur, batu permata, batu

vek pajak, dimana obyek pajak adalah

g

jolongan “C*. Obyek pajak menurut

permata.

apung.

perlit, fosphat.

Talk, tanah serap, tanah diatomle, tanah liat.

adi atau badan yang mengeksploitasi
“C*. Tetapi pada Dinas Pendapatan
hanya meliputi pasir, tanah uruk, batu

i jual hasil eksploitasi bahan galian

pengambilan dan pengolahan bahan

galian golongan “C* dihitung berdasarkan pada :

1) Nilai jual yang dihitung dengan mengalikan volume atau tonase hasil

eksploitasi dengan nilai pasar atap harga standart masing-masing jenis

bahan galian golongan “C*.
2) Nilai pasar yang ditentukan pa
golongan “C* ditetapkan secara

sesuai dengan harga rata-rata yang

masing-masing jenis bahan galian
periodik oleh Bupati Kepala Daerah
berlaku dilokasi setempat.
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3) Harga standart yang ditetapkan qleh instansi yang berwenang dalam
bidang penambangan bahan galian golongan “C*.

Tarip pajak untuk pengambilan dan| pengolahan bahan galian golongan
“C” ditetapkan sebesar 20% yang dipungut pleh wilayah daerah, dimana besarnya
pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang sesuai dengan
pengenaan pajak. Pajak pengambilan dan peéngolahan bahan galian golongan “C*,
dibayarkan sesuai dengan masa pajaknya dimana masa pajak adalah jangka wakrtu
yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. Masa|pajak yang terutang terjadi pada saat
kegiatan eksploitasi bahan galian golongan TC”. Dimana setiap wajib pajak wajib
mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya,
dimana SPTPD harus disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah selambat-
lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak yang bentuk, isi

dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

b. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Paj{ak

Berdasarkan SPTPD, Bupati Kepala Daerah menetapkan pajak terhutang
dengan menerbitkan SKPD, apabila SKPD fidak atau kurang dibayar setelah lewat
waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi

berupa bunga sebesar 2 % sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. Wajib
pajak yang membayar sendiri, SPTPD digunakan untuk menghitung,
memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang dalam jangka

waktu 5 tahun sesudah saat terhutang pajak, Bupati Kepala Daerah dapat

menerbitkan :
1) SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)
2) SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak|Daerah Kurang Bayar Tambahan)
3) SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil)
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) diterbitkan :
1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang
terhutang tidak atau kurang dibayar, (likenakan sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2 % sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat di
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bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat
terhutangnya pajak.

2) Apabila SPTPD tidak disampaikan dal
telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

jangka waktu yang ditentukan dan

sebesar 2 % sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak terhutangnya pajak.
3) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang
dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 25 % dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibavar
untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak terhutang pajak.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kufang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap
yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan
sanksi adminstrasi berupa kenaikan sebesar|100 % dari jumlah kekurangan pajak
tersebut.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil| (SKPDN) diterbitkan apabila jumlah
jumlah kredit pajak atau pajak tidak
terhutang dan tidak kredit pajak. Apabila kewajiban membayar pajak terhutang
dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam
jangka waktu yang telah ditentukan, ditagihl dengan menerbitkan STPD ditambah

dengan sanksi administrasi berupa bunga| sebesar 2 % sebulan. Penambahan

pajak yang terhutang sama besarnya deng

jumlah pajak yang terhutang tidak dikenakan pada wajib pajak apabila
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindllan pemeriksaan.
c. Tata Cara Pembayaran Pajak.
Pembayaran pajak dilakukan di Kas [Daerah atau tempat lain yang ditunjuk
oleh Bupati Kepala Daerah sesual waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD,
SKPDKBT, SKPDKB dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat
lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor di Kas Daerah selambat -
lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala
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Daerah. Pembayaran pajak dilakukan dengdn menggunakan Surat Setoran Pajak
Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus
Kepala Daerah dapat memberikan pers¢tujuan kepada wajib pajak untuk

ilakukan sekaligus atau lunas, Bupati

mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan.

Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-
turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % s$ebulan dari jumlah pajak yang belum
atau kurang dibayar. Bupati Kepala Daerah (lapat memberikan persetujuan kepada
wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah
ditentukan setelah memenuhi persyaratan|yang ditentukan dengan dikenakan
bunga 2 % sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Dimana
persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara
pembayaran angsuran dan penundaan ditgtapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam
buku penerimaan. Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku

penerimaan pajak di tetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

d. Tata Cara Penagihan Pajak.
Surat teguran atau surat peringatan| atau surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh
tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 haii seiciali tanggal suiai icguran aiau
surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak
yang terhutang. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis
dikeluarkan oleh Pejabat. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak di
lunasi dalam jangka waktu sebagaimana di tentukan dalam surat teguran atau surat
peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar di tagih
dengan surat paksa. Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 hari
sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
Apabila pajak yang harus dibayar tidak di lunasi dalam jangka waktu 2
hari sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat segera menerbitkan surat

perintah melaksanakan penyitaan, setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak
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stelah lewat 10 hari sejak tanggal

pelaksanaannya surat perintah melaksandan penyitaan, Pejabat mengajukan

permintaan penetapan tanggal pelelangan k
Kantor Lelang Negara menetapkan hari, t
lelang, juru sita memberitahukan dengan
pajak. Bentuk, isi formulir dan jenis
penagihan pajak daerah di tetapkan oleh
permohonan wajib pajak dapat member
pembebasan pajak. Tata cara pember

pembebasan pajak ditetapkan oleh Bupati Kx

¢. Keberatan dan Banding.

Wajib pajak dapat mengajukan ket
Daerah atau Pejabat. Permohonan keberat:
dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 by
SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN di teri
wajib pajak dapat menunjukkan jangka w
keadaan di luar kekuasaannya Bupati Kep
waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal s
apabila setelah lewat waktu 12 bulan, Bup

memberikan keputusan, permohonan keber:

ppada Kantor Lelang Negara, Setelah
ainggal, jam dan tempat pelaksanaan

segera secara tertulis kepada wajib

yang dipergunakan untuk pelaksanaan

Bupati Kepala Daerah berdasarkan
nkan pengurangan keringanan dan
dan

an pengurangan, keringanan

>pala Daerah.

eratan hanya kepada Bupati Kepala
an harus disampaikan secara tertulis
lan sejak tanggal SKPD, SKPDKB,

a oleh wajib pajak, kecuali apabila

tu itu tidak dapat di penuhi karena
a Daerah atau Pejabat dalam jangka
urat permohonan keberatan di terima,
ati Kepala Daerah atau Pejabat tidak
tan di anggap dikabulkan. Pengajuan

keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak, wajib pajak dapat

mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka

waktu 3 bulan setelah diterimanya keputus

menunda kewajiban membayar pajak.

keberatan, pengajuan banding tidak

Apabila pengajuan keberatan dan | banding dikabulkan sebagian atau

seluruhnya kelebihan pembayaran pajak di kembalikan dengan di tambah imbalan

bunga sebesar 2 % sebulan untuk paling 1

24 bulan.
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. Ketentuan Pidana.

~JAF

Apabila wajib pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD

atau menilai dengan tidak benar atau tidak

engkap atau melampirkan keterangan

yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat di pidana dengan

pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah

pajak yang terhutang.
Wajib pajak dengan sengaja tidak

menyampaikan SPTPD atau mengisi

dengan tidak benar atau tidak lengkap atay melampirkan keterangan yang tidak

benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat di pidana dengan pidana

penjara paling lama 2 tahun atau denda pa}ing banyak 4 kali jumlah pajak yang

terhutang.

3.1.3 Mekanisme Pembayaran Pajak Galian|Golongan “ C *

1
Dipenda > Dinas Terkait
4 (WAPU )
5
2
Bendaharawan X
khusus 6 Rekanan
penerima 1 ( Wajib Pajak )
( BKP)
Gambar. 2
Keterangan :

1. Dipenda mengirimkan blanko pengisjan pemakaian galian golongan “C”

kepada Dinas terkait (WAPU).
2. Dinas terkait selanjutnya dapat me
rekanan (Wajib Pajak).

yampaikan blanko tersebut kepada

3. Setelah diisi jumlah penggunaan galian golongan “C” oleh Rekanan (Wajib
Pajak), blanko tersebut dikirim kembali ke Dinas terkait (WAPU) untuk
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diketahui atau di tanda tangani KA. Dinas atau bagian (Atasan Pimpinan
proyek).
4. Setelah ditanda tangani dan diketahui kebenarannya selanjutnya dikirim ke
Dinas Pendapatan Daerah.
5. Setelah dihitung dan ditetapkan be

1ya pajak serta dibuatkan Surat

Ketetapan Pajak selanjutnya Surat Ketetapan Pajak tersebut dikirim ke Wajib
Pajak.
6. wajib pajak atau Rekanan selanjutnyd dengan menggunakan media Sural
Ketetapan Pajak tersebut membayar ke Bendaharawan Khusus Penerima
(BKP) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang atau ke BKP
pembantu di Dinas terkait dan selanjutnya di setor ke BKP DIPENDA.

3.1.4 Sistem dan Prosedur Penyetoran.
Yang dimaksud dengan penyetoran adalah pembayaran atas pajak yang
terhutang oleh wajib pajak atau retribusi ke kas daerah. Penyetoran pajak atau
retribusi dilakukan melalui Bendaharawan |[Khusus Penerima (BKP) DIPENDA,
Bank Pembangunan Daerah atau Kantor Pos, tergantung tempat dimana yang
terdekat dan mudah di capai oleh wajib pdjak atau retribusi yang bersangkutan,
bahkan dapat dikembangkan dengan adanya Pos Keliling atau Bank Keliling yang
bertugas sebagai bendaharawan penerima untuk menerima penyetoran atau
pembayaran pajak atau retribusi yang terhutang atas wajib pajak atau retribusi.
Cara tersebut untuk memberikan atau penipgkatan pelayanan kepada masyarakat
wajib pajak dalam pembayaran pajak |atau retribusi yang terhutang dan
mempercepat serta mengamankan proses pemasukan uang ke Kas Daerah.
Media Penyetoran Menggunakan Beberapa Bentuk antara lain :

1. Surat Ketetapan Pajak atau Retribusi.
Surat Ketetapan Pajak atau Retribusi Tambahan.
Surat Ketetapan Pajak atau Retribusi angsuran.
Surat Ketetapan Pajak Rampung.

Surat Pemberitahuan Pembayaran.

o v oA W

Surat Setoran.
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%
8.

Surat Pemberitahuan atau Setoran Mg
Untuk penyetoran melalui Kantor Po
adalah bukti setoran giro lima dan

yang ditentukan pada butir 1 sampai 7.

Untuk penyetoran melalui Bank Per

38

154,
5 sebagai tambahan media penyetoran
giro enam, selain media penyetoran

7

nbangunan Daerah sebagai tambahan

media penyetoran adalah bukti setor:
telah ditentukan pada butir 1 sampai

bank, selain media penyetoran yang

Khusus penyetoran melalui bendaharawan khusus penerima (BKP), dengan

digunakannya kas register akan memudah

penerima untuk mengetahui jumlah uang

pertanggungjawaban karena seluruh pen

register dan sudah terinci menurut jenis paj

an pekerjaan bendaharawan khusus
ang diterima pada hari itu sebagai
imaan langsung terekam pada kas

atau retribusinya.

Bendaharawan khusus penerima (BKP1 mempunyai tugas rutin, yakni setiap

akhir bulan manyiapkan *“ Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang “.
Untuk keperluan pemeriksaan keuangan maka * Laporan Realisasi Penerimaan
dan Tunggakan “ yang dibuat oleh seksi pembukuan pelaporan, sedangkan jumlah
uang yang disetorkan ke Bank yang tertera dalam buku kas umum dapat

dibandingkan dengan salinan rekening koran dan pernyataan saldo yang diterima

dari bank dan salinan rekening Giro Pos dan pernyataan saldo dari Kantor Pos.
a. Sistem dan Prosedur Penyetoran melalui Bendaharawan Khusus Penerima
Tahapan Kegiatan :

1. Bendaharawan pembantu khusus penerima atau loket penyetoran
menerima uang disertai dengan media penyetorannya ( SKP, SKR, SKP
Rampung, dll ) selanjutnya setelal] media penyetoran tersebut divalidasi

atau cap aslinya dikembalikan kepada wajib pajak yang bersangkutan.

2. Berdasarkan media setoran yang tdlah divalidasi dengan kas register atau
cap dicatat dan dijumlaltkan dalanj Buku Pembantu Penerimaan Sejenis
lewat BKP untuk selanjutnya dib an dalam * Buku Kas Umum *.

3. Bendaharawan khusus pembanty penerima pada setiap selesai jam

penyetoran (loket tutup) membuat “Laporan Harian Pembantu
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Pelaksanaan atau Unit Kerja yang terlibat : |
1.

2

. Bendaharawan khusus penerima :

. Seksi Pembukuan Pelaporan :

. Seksi penagihan

. Seksi Perencanaan dan pengendalian
. Pejabat atau Instansi :

Bendaharawan Khusus
dilengkapi strook rekapitulasi kas
penerima.

Petugas PBKP menyetorkan uang
harian yang disertai bukti setoran

“Laporan Realisasi

Penerima

Penerim4

39

(PBKP)* dan serah terima uang

register kepada bendaharawan khusus

ke Bank Pembangunan Daerah secara
k.

Bendaharawan khusus penerima sécara periodikal (bulanan) menyiapkan

dan Penyetoran Uang™ vang

ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

6. Mendistribusikan :

Media setoran yang telah divalidasi ke seksi pembukuan.

“ Buku Pembantu Penerimaan Sejenis “ (BK

[1-15) ke seksi

pembukuan dan seksi penagihan.

63) ke Bupati atau Walik
Daerah, Seksi Perencanaan
“ Buku Kas Umnum “(BK 1

d.
Wajib pajak atau retribusi.
a. Petugas pembantu BKP loket.
b. Petugas pembantu BKP penyetor ki
¢. Staf BKP.

- Petugas pembuku penerimaan padq

Kotamadya.

*“ Laporan Realisasi Penerihaan dan Penyetoran Uang “ (DPD II-

ta madya, Kepala Dinas Pendapatan
dan Pengendalian Operasional.
-16) ke Bupati atau Walikota madya.

e bank.

subsie pembukuan penerimaan

. Bank Pembangunan Daerah atau Peimegang Kas Daerah Kabupaten atau

- Petugas monitoring tunggakan pada Sub sie Tata Usaha Penagihan.

- Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

pperasional.
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- Bupati atau Walikota madya.

b. Sistem dan Prosedur Penyetoran melalui Bank Pembangunan Daerah.
Tahapan Kegiatan :
1. Petugas loket bank menerima uang|dari wajib pajak atau retribusi disertal
, SKR, SKP Rampung, dIl ) dan bukti
setor bank selanjutnya setelah megia penyetoran ditandatangani dan di

dengan media penyetorannya ( SK

cap oleh pejabat bank maka media penyetoran dan bukti setor bank

diserahkan kembali ke wajib pajpk atau retribusi. 2 lembar tindasan
media penyetoran dikirim ke BKP Dinas Pendapatan Daerah yang
dilampiri bukti setor bank.
2. Bendaharawan khusus penerima, [seterimanya media penyetoran yang
telah di cap oleh bank dicatat dan
Penerimaan Sejenis lewat Bank “ dan selanjutnya dibukukan ke dalam *
Buku Kas Umum *.

3. Bendaharawan khusus penerim

ijjumlahkan dalam “ Buku Pembantu

secara periodikal atau bulanan
menyiapkan “ Laporan Realisasi |Penerimaan dan Penyetoran Uang *
yang ditandatangani oleh Kepala
4. Mendistribusikan :

inas Pendapatan Daerah.

a. Media setoran yang telah djtandatangani atau cap bank ke seksi
pembukuan pelaporan.

b. “ Buku Pembantu Penerimaan Sejenis “ (BK II-15) ke seksi
pembukuan pelaporan, seksi penagihan.

c. “ Laporan Realisasi Penerimpan dan Penyetoran Uang * (DPD 1I-
63) ke Bupati atau Walikofa madya, Kepala Dinas Pendapatan
Daerah, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

d. “ Buku Kas Umum “ (BK 111 16) ke Bupati atau walikota madya.

Pelaksana atau Unit Kerja yang terlibat :
1. Wajib pajak atau retribusi
2. Bank Pembangunan Daerah

- Petugas loket Bank Pembangunan Daerah
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Seksi Pembukuan Pelaporan
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- Petugas pembuku pada sub sie perr*bukuan penerimaan

Seksi Penagihan
- Petugas monitoring tunggakan pad;
Seksi Perencanaan dan Pengendalian
Pejabat atau Instansi :

- Kepala Dinas Pendapatan Daerah
- Bupati atau Walikota madya

A Sub sie Tata Usaha Penagihan

Dperasional

Pendapatan Asli Daerah dari paj

bahan galian golongan “C” di

Kabupaten Lumajang mempunyai 3 Sumber yaitu :

1.

CV yang bekerjasama dengan Dinas Penc
1.

o

a

Dinas Pendapatan Daerah.

Di Kabupaten Lumajang daerah yang terdapat portal adalah Desa Besuk,

Desa Pandan wangi, Desa Tempeh,

esa Sumber Jati. Tugas dari Dinas

Pendapatan Daerah adalah menghadang truk, yang melanggar peraturan

yang ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dikenakan retribusi sebesar

Rp.2100.
PDP Semeru.

Dikelola langsung oleh PDP Semefu yang mengambil pasir dari Desa

Baku Pasirian dengan menggunakan
CV atau Badan .

ronton dan truk gandeng.

Pengambilannya pada saat CV atau Badan mengerjakan proyek di

Kabupaten Lumajang dan sewaktu + waktu dapat dilakukan oleh proyek

tingkat I, berupa bangunan dan irigpsi. Tugas Dinas Pendapatan Daerah

yaitu Mengkoordinasi dengan instansi terkait atau CV yang mengerjakan

proyek tersebut.

lapatan Daerah adalah :

CV Bina Remaja, CV Fajar U, CV Apgho, CV Kartiyasa.
CV Karisma, CV Gladak, CV Rajik M, CV Rowo Bujel.
CV Padi Mas, CV Karlin, CV Wira Waskita, CV Birawa Jaya.

CV Kencana Sakti, CV Lintang, CV

beu'a Budi, CV Tiang A.
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3.1.5 Dasar Perhitungan Pajak Bahan Galign Golongan “C”.

I. Pasir = 1M’ = 141 Ton.
Tarif 1 Ton = Rp. 600

2. Batudan Kerikil = IM® = 1,37 Ton.

Tarif 1Ton = Rp. 700

3. Tanah Uruk dan Pasir = IM’ = [1,41 Ton.

Tarif 1 Ton = Rp. 300

Untuk Menentukan Pajak Bahan Galian Golongan “C”.

20% X TON X TARIF

DASAR : Keputusan Bupati Kepala Daerah| Tingkat 11 Kabupaten Lumajang.
NOMOR : 188.45/504/434.12 / 1998.

Contoh
CV Bina Remaja melayani kebufuhan pasir atau tanah uruk sebanyak

9. 346,75 M’ dan batu atau kerikil sebanygk 21.248,26 M untuk pembangunan

SD yang rusak akibat gempa dan CV Bipha Remaja tersebut dikenakan Pajak

Bahan Galian Golongan ” C ** sebagai berikut :

Pasir = 9.346,75 M’ X 1,41 Ton 13.178,92 Ton

Batu = 21.24826 M®> X 1,37 Ton 20.110,12 Ton

Il
Il

Il

Dasar Pengenaan Pajak untuk :
Pasir = 13.17892Ton X Rp.600 = Rp. 7.907.352
Batu = 29.110,12 Ton X Rp.700 = Rp. 20.377.084 +
Jumlah Rp. 28.284.436
Pajak = 20% X Rp. 28.284.436
= Rp. 5.656.888

Jadi Pajak Bahan Galian Golongan “C” yang harus dibayar oleh CV Bina Remaja
adalah sebesar Rp. 5.656.800,- yang harus disetorkan melalui Bank Jatim pada
Kas Daerah Kabupaten Lumajang.
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Untuk mengetahui besamnya jumlah penerimaan Pajak Bahan Galian

Golongan “ C “ pada Dinas Pendapatan Dag

rah Kabupaten Lumajang, berikut ini

disajikan dalam bentuk tabel rincian penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan

“C * tahun 2000 dan 2001 periode perbulan|:

Tabel 1 : RINCIAN PENERIMAAN UNTUK PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C
TAHUN 2000 o
PDP Semeru DIPENDA CV :
No Uraian Rincian Ayat
(Rp) (Rp) (Rp) |
1 April 15.427.50? 1.079.400 1.950.784 }
2 Mei 17.635.001) 1.842.500 56.285 |
3 Juni 15.666.000 1.801.200 15.449.449
4. Juli 17.296.500 4.252.400 3.071.068
5 Agustus 19.314.000 3.599.300 23.612.127
6. September 23.310.00D 2.580.100 2.073.893
7. Oktober 26.262.00) 2.951.500 3.612.431 ‘
|
8. November 29.179.50D 2.648.900 1.731.163
9. Desember 20.634.00D 1.067.300 148300 |
Jumlah Total 184.774.500 21.822.600 51.705.500 |

Sumber : Berdasarkan Buku Rincian Penerimaan
DIPENDA Kabupaten Lumajang.

Keterangan untuk Tabel 1.

Adanya penurunan penerimaan dari tahu

merupakan peralihan dari tahun anggaran ke
Tabel 2 : RINCIAN PENERIMAAN UNTUK |

Pajak Bahan Galian Golongan = C *

pada

n 1999 disebabkan untuk tahun 2000

tahun fiskal.
PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C

TAHUN 2001
No | Uraian Rincian Ayat et i g b4 |
(Rp) (Rp) (Rp) ‘
1. Januari 26.293.500 1.189.100 16.300.280 :
7, Februari 31.666.500 1.437.300 4221933
5 Maret 30.079.000 2.079.700 4,759.877 ‘
g, April 31.041.040 2.639.400 1.151.987
s, Mei 29.367.040 1.722.000 1.700.381 ﬂ
6. Juni 28.915.500 1.533.000 766.880 |
77 Juli 29.484.0(0 1.797.600 15.905.993 l
Jumlah Total 206.846.500 12.398.100 44.877.531 |
Sumber - Berdasarkan Buku Rincian Penerimaan| Pajak Bahan Galian Golongan * C * pada

DIPENDA Kabupaten Lumajang.
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Digital Repository Un

Keterangan untuk Tabel 2.

Data untuk tahun 2001 tidak dapat di ca
tersebut masih dalam tahun berjalan dan ak

Berikut ini merupakan perhitungan ta
dan Pengolahan Bahan Galian Golongan * (

Realisasi Pendapatan Asli Daerah :

Tabel 3. Perhitungan Target dan Realisasi

Bahan Galian Golongan “ C ** by
tahun 1998 s/d 2001.

berakhir pada tanggal 3

™~ 22

" ” berdasarkan Laporan

Pajak Pengambilan Dan

prdasarkan Laporan Pene

lversitas Jember

:Lumkan secara jelas disebabkan data

1 Desember.

rget dan realisasi Pajak Pengambilan

Penerimain

Pengolahan

rimaan PAD

No

- Ket

i R (Rpd) it
1. Periode 01 April 1998 s/d 31 263.550.000 263.588.297 100,01 Nilzi realisas)
Maret 1999 lebih besar
100,01 % dari
nilai target
2. Periode 01 April 1999 s/d 31 300.000.000 244 865.557 $1,69 Nilai rcalisasi
Maret 2000 lebih kecil
81,69 % dan
nilai target, ada
penurunan
realisasi
3 Periode 01 April 2000 s/d 30 225.000.000 258.767.899,94 115,01 Nilai rcalisasi
i Desember 2000 lebih besar
115,01 % dari
nilai target
4, Periode 01 Januari 2001 280.000.000 ! L

Nilai nominal
realisasi tidak
dapat
dicantumkan
karena masih
dalam kurun
waktu berjalan

Sumber : Berdasarkan Laporan Penerimaan PAD pada [

DIPENDA Kabupaten Lumajang.
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Berikut ini perhitungan kenaikan a

realisasi Pajak Pengambilan dan Pengolah

berdasarkan Laporan Penerimaan Realisasi PAD :

Tabel 4. Perhitungan Kenaikan atau penurn

berdasarkan Laporan Penerimaan PA

an Bahan Galian Golongan

lversitas Jember

lau penurunun prosentase target dan

e C 2

inan Prosentase Target dan Realisasi
D tahun 1998 s/d 2001

il it Reatisast diaotiiNKet, |
- 7 ] ” ~ Rp:.: H i ;‘(%“
i : | 563.550‘000 - 263.558.297 100 |
2. 300.000.000 | 14 | adanya 244..865.557 8 | ada
kenaikan kenaikan
prosentase realisasi |
dari tahun dari th 98
1998 ke taJ\un ke th 99
1999
3 2000 225.000.000 | 25 | adanya 258.767.899,94 5 | ada
penurunan penurunan
prosennta realisasi
dari tahu dari tahun
1999 ke tahun 99 ke
2000 tahun 2000
4. 2001 280.000.000 | 20 | ada kenaikan . __ | data untuk
| prosentase realisasi
target darn tahun 2001
tahun 2000 ke tidak dapat |
tahun 200 di
cantumkan
) karena
masih
dalam
tahun
berjalan

Sumber : Berdasarkan Laporan Penerimaan PA

D pada DIPENDA Kabupaten Lumajang



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

AT

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembdga Dalam Melaksanakan Kegiatan

Kewajiban Perpajakan.

Pajak merupakan sektor terbesar yang diperoleh oleh daerah maka dari itu
pajak sangat berperan sekali dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Dimana
pajak dikenakan dalam setiap kegiatan obyek pajaknya.

Penulis menilai bahwa Badan atau|CV dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan sudah baik, karena Badan atau OV dalam melakukan pengambilan dan
pengolahan bahan galian golongan “C” sudah melaksanakan penyetoran dan
pelaporan pajak atas pengambilan dan pengplahan bahan galian golongan “C”dan
tidak pernah terlambat dalam melakukan nyetoran dan pelaporannya dan juga
dalam melakukan pelaporan dan penyetorgnnya sudah sesuai dengan ketentuan
vang ditetapkan oleh Dinas Pendapatary Daerah. Hal ini dilakukan guna
menghindari kesulitan dan denda yang dikenakan jika terlambat dan tidak
melunasi pajak atas pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan i g
Badan atau CV dalam setiap pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan
“C” wajib melakukan penyetoran dan pelaporan pajaknya melalui Bendaharawan
Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah dan melalui Bank Pembangunan
Daerah khusus untuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang melalui
Bank Jatim dengan menggunakan Surdt Setoran Pajak Daerah dan juga
menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Kewajiban perpajakan tersebut mgrupakan peran serta Badan atau CV
dalam pengambilan bahan galian golongdn “C” tersebut dalam meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sektor pajak guna menciptakan
pembangunan daerah demi kepentingan |ersama, maka dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Peraturan Daerah mengenai Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian

Golongan “C” demi terwujudnya daerah yang sejahtera dan makmur.
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IV. PENUTUPR

Dengan memanjatkan puji syukur pada Allah SW.T atas taufik dan
hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesdikan Laporan Hasil Praktek Kerja
Nyata ini yang berjudul PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN DAN
PENGOLAHAN BAHAN GALIAN ( = OLONGAN “C” BADAN USAHA SEBAGAI
SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH| PADA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN LUMAJANG”. Penulisan laporan akhir ini merupakan
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.-Md.) Perpajakan pada

Program Diploma [lI Perpajakan Fakulta [imu Sosial dan Tmu Politik,
Universitas Jember.

Penulis menyadari dalam penyusupan Laporan ini banyak sekali
kekurangan dalam tehnik penulisan maupun penyusunannya. Semoga Laporan ini
dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.  Akhirnya penulis
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terselesainya
laporan ini. Untuk rekan-rekan angkatan [ 98 khususnya kelas B Program
Diploma 111 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Iimu Politik, Universitas Jember
terima kasih atas kerjasama dan dukungannyg.
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DAFTAR PUSTAJKA

1LY

Republik Indonesia............, Undang-Undang Nq. 18 Tahun 1997 yang telah diubah
ng No. 34 Tahun 2000 Tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

dengan Undang-Un

Bupati Kepala Daerah, 1998, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten
Lumajang No. 188.45/ 504/ 434.12/ 1998, Tentang Dasar
Perhitungan Pajak Bahan Galian Golongan “ C 7, Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Dati Il Lumajang .
... Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 05 tahun
1998, Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan
Galian Golongan | “C”, Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Dati I Lumajang.
... Peraturan Daerah [Kabupaten Lumajang No.23 Tahun
2000, Tentang St

Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang, DIPENDA

ktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Kabupaten Dati Il jumajang.
Bupati Kepala Daerah,1999, Undang-Undang No/| 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan
Daerah.
... Undang-Undang No| 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah.
..., Keputusan Bupati No. 16 Tahun 2000 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturin Daerah Kabupaten Lumajang.
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PEMERINTAH) KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDAPAT DAERAH

JI. Arief Rahman Hakim No. 1 Telp. 881590
LUMAJANG -67313

FORMULIR DAFTAR ISIAN PAJAK HASIL PRODUKSI BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DENGAN SISTIMWAJIB PUNGUT (WAPU)

Nama Proyek

Tahun Anggaran

No. DIP/DIPDA atau yang lainnya

Sumber Dana

Nomor dan Tanggal Kontrak

Lokasi Pekerjaan Atau Kegiatan

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Alamat Instansi Pimpro/No. Telepon

a. Nama Badan Usaha Rekanan selaku Waba

b. Alamat Badan Usaha / Rekanan selaku Waba/No. Telp.

Jenis Kontrak

Bahan Galian Golongan C Target dari Bahan Galian Glo. C yang dipungut pajaknya
Jenis Keaiatan v Vol Asal dari
BING ragiag) Jenis olume fcapupaten| Tribulahl | Tribulanll | Tribulan il | Tribulan IV
Paket Proyek (m3) Kotadya
) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
|
a. Batu
TOTAL VOLUME b. Pasir
Lumajang,
Mengetahui Rekanan/Wajib Bayar Pimpro/Bendaharawan

Kepala Dinas/Instansi Selaku Wajib Pungut
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FORMULIR DAFTAR ISIAN PAJAK HASIL PRODUKSI BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DENGAN SISTIM WAJIB PUNGUT (WAPU)

1. Nama Proyek

2.. Tahun Anggaran
3. No. DIP/DIPDA atau yang lainnya
4. Sumber Dana
5. Nomor dan Tanggal Kontrak
6. Lokasi Pekerjaan Atau Kegiatan
7. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
8. Alamat Instansi Pimpro/No. Telepon
9. a. Nama Badan Usaha Rekanan selaku Waba
b. Alamat Badan Usaha / Rekanan selaku Waba/No. Telp.
10. Jenis Kontrak
Bahan Galian Golongan C Target|dari Bahan Galian Glo. C yang dipungut pajaknya
4 J%n;iefe}?’gri:;zrlll Jenis V?rl:;;e Kp;iaulp(;?:n Tribdlan| | Tribulanil | Tribulan il | Tribulan v
Kotadya
) ) (3) (4) () ®) (7) (8) (©)
ToTALVOLUME |2 B2l
b. Pasir
Lumajang,
Mengetahui Rekanan/Wajib Bayaf Pimpro/Bendaharawan

Kepala Dinas/Instansi Selaku Wajib Pungut
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JI. Arief Rahman Hakim No. 1 Telp. 881590
LUMAJANG -67313

FORMULIR DAFTAR ISIAN PAJAK HASIL PRODUKSI BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DENGAN SISTIM WAJIB PUNGUT (WAPU)

Nama Proyek

Tahun Anggaran

No. DIP/DIPDA atau yang lainnya

Sumber Dana

Nomor dan Tanggal Kontrak

Lokasi Pekerjaan Atau Kegiatan

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Alamat Instansi Pimpro/No. Telepon

a. Nama Badan Usaha Rekanan selaku Waba

b. Alamat Badan Usaha / Rekanan selaku Waba/No. Telp.
Jenis Kontrak

Bahan Galian Golongan C Target ddri Bahan Galian Glo. C yang dipungut pajaknya
; : Asal dari
Jenis Kegiatan /| jenjs Volume  fabipaten| Tribulan! | Tribulanil | Tribulan il | Tribulan IV
Paket Proyek (m3) Kotadya
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
TOTALVOLUME |2 BaU
b. Pasir
Lumajang,
Mengetahui Rekanan/Wajib Bayar Pimpro/Bendaharawan

Kepala Dinas/Instansi Selaku Wajib Pungut
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PEMERINTAH KABUPATEN LUMAUANG
DINAS PENDAPAT DAERAH

JI. Arief Rahman Hakim No. 1|Telp. 881590
LUMAJANG -673(3

FORMULIR DAFTAR ISIAN PAJAK HASIL PRODUKSI| BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DENGAN SISTIMWAJIB PUNGUT|(WAPU)

Nama Proyek

Tahun Anggaran : |
No. DIP/DIPDA atau yang lainnya
Sumber Dana
Nomor dan Tanggal Kontrak
Lokasi Pekerjaan Atau Kegiatan
Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
. Alamat Instansi Pimpro/No. Telepon
a. Nama Badan Usaha Rekanan selaku Waba
b. Alamat Badan Usaha / Rekanan selaku Waba/No. Telp.
Jenis Kontrak

4

Bahan Galian Golongari Cc Target dari Bahan Galian Glo. C yang dipungut pajaknya
| Jenis Kegiaten | Vol Asal dari
RIS Regna Jenis OlUME  liabupaten| Tribulan! | Tribulanil | Tribulanlil | Tribulan IV
Paket Proyek (m3) Kotadya
' (2) (3) (4) () (6) (7) (8) (9)
TOTALVOLUME |2 Bat
b. Pasir
Lumajang,
Mengetahui Rekanan/Waijib Bayar Pimpro/Bendaharawan

Kepala Dinas/Instansi Selaku Wajib Pungut
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PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG, : e N PATA} .
T ANDADATAN DA SHAL BURAT KETETAPAN PAJAK NO. KOHIR
J1. Arif Rahman Hakim No. 1 l_( \ ‘ | l_l
Telp. 881590 - LUMAJANG Tahun : ;
Nama : iiccovarecasrassessnasrrssanspos SR TLRRISTEPPTTLED e yoasersans
L 11 A e ............................................. \

........................................

newep: [ | L1 [

Batas Penyetoran terakhir Tanggal :

No. Ayat JENIS PAJAK JUMLAH
. Rp.‘ :
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Rp.
Denda Rp.
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak| + Denda Rp.

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

1. Harap Penyetoran dilakuken pada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapafen
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS, jika telah Disahkan / Validasi Kas Register

atau

Daersh, Bank Pembangunan Deerah | Pemegang Kas Deerah atau Kantor Pos dan Giro.
Cap | Tanda tangan Pejabat Bank, Kantor Pos yang berwenang

.......................................................................

3. Terlambat Menyetor dari Tanggal Batas Penyetoran Terakhir dikenakan Denda sefuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

.......................................................................

a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kepala Sub Dinas Penetapan,

................................................................

NlP.:

Kepada Yth.
Bank / Pe
Direktur Utama BPD / Kepala Giro Pos,
agar menerima penyetoran untuk keun-
tungan rekening Pemegang Kas Daerah :

..............................................................

...............................................................

Ruangan yntuk teraan Kas Register / Tanda tangan / Cap BPK / Pejabat
abat Kantor Pos Giro.
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PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG RA KETETAPAN PAJAK
DINAS PENDAPATAN DAERAH]| SURAT NO. KOHIR
J1. Arif Rahman Hakim No. 1 A s
Telp. 881590 - LUMAJANG Tahun
[T T SRR T S R B N P R e B AR LR
Y 11 1 e e L L P O - P C e T T
sewep: ] [ 111 TT] [1] F3)
Batas Penyetoran terakhir Tanggal :
No. Ayat JENIS PAJAK JUMLAH
Rp.
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Rp. & |
Denda Rp.
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + Denda Rp.
|
Dengan Huruf
PERHATIAN : .
1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bendaharawen Khusus Penerima Dinas mm,Bam&mbmgmmeahIPemegmuKdemethcsdenm
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS, jika telah Disahkan / Validasi Kas Regi atau Cap | Tanda tangen Pejobat Bank, Kantor Pos yang berwenang
3. Terlambat Menyetor dari Tanqgal Batas Penyetoran Terakhir dikenzkan Denda spsuai dengan Perafuran Dagrah yang berlaku.
.................................... N, ot A - | B iind B i B
Penyetor, a.n, Kepala Dmas Pendapatan Daerah
Kepala Sub Dinas Penetapan, .
NIP..
Kepada Yth. Ruanganjuntuk teraan Kas Register / Tanda tangan / Cap BPK / Pejaba
Bank / Pgjabat Kantor Pos Giro.

Direktur Utama BPD / Kepala Giro Pos,
agar menerima penyetoran untuk keun-
tungan rekening Pemegang Kas Daerah :

..............................................................

...............................................................
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PEMERINTAH KABUPATEN BUMAJANG A 5y
DINAS PENDABATAN DARRAH| P14 BEAEZAPANPRIAL T o, KoHE
J1. Arif Rahman Hakim No. 1 [ e SE WA
Telp. 881590 - LUMAJANG Tahun § / et | ;
1018 1 1. LIy e O SRR | IO s SRR 0 1 D L

R F o 11105 o R R ORI AR e Ty L

......................................................................

Batas Penyetoran terakhir Tanggal :

No. Ayat JENIS PAJAK JUMLAH
Rp.
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Rp. 0
Denda Rp.
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + Denda Rp. i
Dengan Huruf :

PERHATIAN :
1. Harap Penyetoran dilekukan pada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas an Dacrah, Bank Pembangunen Deereh / Pemegang Kas Daereh atau Kartor Pos dan Gir
2. Suat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS, jika telah Disahkan / Validasi Kas Regiter atau Cap | Tanda tangan Pejabat Bank, Kantor Pos yang berwenang.

3. Terlambat Menyetor dari Tnagal Batas Penyetoran Terakhir dikenckan Dendalsesuai dengan Perafuran Daereh yang berlaku.

.................................... RN, G .0 Y . SR e ey
Penyetor, a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kepala Sub Dinas Penetapan,
NIP..
Kepada Yth. Ruangan untuk teraan Kas Register / Tanda tangan | Cap BPK / Pejab:

Bank / Pejabat Kantor Pos Giro.

Direktur Utama BPD / Kepala Giro Pos,
agar menerima penyetoran untuk keun-
tungan rekening Pemegang Kas Daerah :

..............................................................

...............................................................
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PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH| SURAT KETEW"_‘_‘” PAJAK NO. KOHIR

J1. Arif Rahman Hakim No. 1 et ot N Sl
Telp. 881590 - LUMAJANG o) § | , = ]
NAMA I ceeveveerririeceenssnnonnns|eabenssasrssssrsrnassrosrorseresnssssnsnss |
i
ATAIIAL T cvevrmrornrsonsonanssiosdisfississssisassissseusssesnpesanssnanaroees

.....................................................................

Batas Penyetoran terakhir Tanggal :

No. Ayat JENIS PAJAK JUMLAH
Rp.
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Rp.
Denda Rp.
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + Denda Rp. =
Dengan Huruf .

PERHATIAN :
1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas aten Dacrah, Bank Pembangunan Deereh | Pemegang Kas Daereh atau Kantor Pos dan Giro
2. Surat Ketetapan ini dinyataken LUNAS, jika telah Dischkan | Validasi Kas Regiser atou Cap / Tenda tangan Peiabat Bank, Kantor Pos yang berwenang.

3. Terlambat Menyetor dari Tanggal Batas Penyetoran Terakbir dikenakan Denda fesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

.................................... VEEm———— A . (O 200.....
Penyetor, a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kepala Sub Dinas Penetapan,
NIP.:
Kepada Yth. Ruangari untuk teraan Kas Register / Tanda tangan / Cap BPK / Pejabz

Bank / Pejabat Kantor Pos Giro.
Direktur Utama BPD / Kepala Giro Pos,
agar menerima penyetoran untuk keun-
tungan rekening Pemegang Kas Daerah :

..............................................................
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PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH

IRAT SETORAN

JL Asif Rahman Hakir: No. 1 BUBI: .o oo ity risasv
LUMAJANG & 881590 Tphuy—rwesa ALRe et N b pra s
Nama RUIROIOR OO I <, S0 O SR W Rt () 71 L
ALTAM AL 1 s, rssiisssesdeesssst isrisassssgpssstonsssgissiipsatasthostsssds
NPWPD ¢ ol ssmin] o s o
Menyetor berdasarkan — Surat Ketetapan Setoran Bulanan INO.: ....cccoorvviiinnniniininns
BUALE T o i s ihsams ise shkon s sisvontiusmpilagessssnsssnanssonsonsvpnnredonsinsetnaiss
No.| Ayat RINCIAN JUMLAH
JUMLAH Rp.
Dengan furuf :
200,

.....................................................................

Penyetor,

Ru3g
Ca

Kepada Yth.

Direktur Utama BPD / Kepala Kantor Giro Pos,
agar menerima Penyetoran untuk keuntungan
Rekening Pemegang Kas Daerah.

» BKP / Pejabat Bank / Pejabat Kantor Giro Pos.

ngan untuk tercap Kas Register / Tanda tangan /

DPD 1I - 20
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PEMERINTAH KABUPATEN LUMAIANG | STIRAT SETORAIN

DINAS PENDAPATAN DAERAH

J1 Arif Rahman Hakir: No. 1 BUIBR & ..o snnarsaishihansiie
LUMAJANG & 881590 TBIUIIE ot e s savavit o i ey syt sd b bastands
NS . 5 drietinerostosi besiesatasain bt i eass s sisyess sucoms gpyessonssivesdhmsnr s TAis SHEFREVIAGH IS
WS e e U itk ik e AL R ks
MEWED ¢ od®® oo P i
Menyetor berdasarkan  Surat Ketetapan Seforan BUlANAn NO.: oorceeisiseressssssressssieaseens
ot T T T . ey ot e
No.| Ayat RINUCIAN JUMLAH
JUMLAH [Rp.
Dengan huruf :
200.....

Penvetor,

Rua

Kepada Yth.
Cap,

Direktur Utama BPD / Kepala Kantor Giro Pos,
agar menerima Penyetoran untuk keuntungan
Rekening Pemegang Kas Daerah.

ngan untuk tercap Kas Register / Tanda tangan /
, BKP/ Pejabat Bank / Pejabat Kantor Giro Pos.

DPD I1I - 20



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH

SURAT SETORAN

JL. Arif Rahman Hakir No. 1 BHBE: .ot atinalren s s
LUMAJANG @& 881590 FRNENL ...oisecsimismmnisssisssrsgmiaaseo romissas
110 B0 1. (R I SRR SRS S e s DR B it
BBl v 1 o i i A e o R
PRNEE o ol i b i -
Menyetor berdasarkan ~ Surat Ketetapan Setpran Bulanan NO.: ...
AEAUL ...viciiresnesisiensesssisins sressnisesssssennsnreanspasingsbesssisessabssassnsssessssnisssessoss
No.| Ayat RN C 1A JUMLAH

JUMLAH Rp.

Dengan furuf .

Penvetor,

Kepada Yth.

Direktur Utama BPD / Kepala Kantor Giro Pos,
agar menerima Penyetoran untuk keuntungan
Rekening Pemegang Kas Daerah.

Rua
Cap

hgan untuk tercap Kas Register / Tanda tangan /
BKP / Pejabat Bank / Pejabat Kantor Giro Pos.

DPD I1I - 20
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DINAS PENDAPATAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | S T

TRAT SETORAN

......................................................................

T At Babiman Elskin No. 3 J3.ulan: ............................................................
LUMAJANG & 881590 BIDIIG oot deassntisineamm W s s
Nama SRS R, TN e (RS O e e
BEBIEE 1 s o LS U0 W e I e
MPINELY o gl e i s
Menyetor berdasarkan ~ Surat Ketetapan Setoran BAlBRan NOLT s e
i IR T . O es RSN D L
No.| Ayat RINCI]AN JUMLAH
JUMLAH [Rp.
Dengan fuuruf l
200....

epada Yth.
Direktur Utama BPD / Kepala Kantor Giro Pos,

agar menerima Penyetoran untuk keuntungan
Rekening Pemegang Kas Daerah.

om

ngan untuk tercap Kas Register / Tanda tangan /
p BKP/ Pejabat Bank / Pejabat Kantor Giro Pos.

DPD II - 20
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Telp/Fax. (0334) 881586
-67313

%M

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/KKN/PKL ;5G4 G

NOMOR : 072/ 050 | /434.33/20u1
Serdasarkan - Surat  keterangan unmk melakukan  Survey/Research  dari DEKAN FISIP

UNIVERSITAS JEMBER, NOMN

OR - 1994/J25.1.2/PF 9/2001, dengan ini kami

menyatakan tidak keberatan dilakukah Survey/Research olch :

lama . DEWIDARMAYANTI + [KA VERAWATI

damat ¢ JL. BASUKI RAHMAT NO. 15 - LUMAJANG

hema/Judul

empal dilakukan  © DIPENDA KABUPATEN LUMAJANG

amanya Survey © 1 {SATU) BULAN TERHITUNG MULAI TANGGAL SURAT

‘englikut
l.- = 0.- 11.-
e P 12.-
3.- 8.- 13.-
4.- 9.- 14.-
3.- 10 .- 15.-

embusan : Kepada Yth.

Dengan ketentuan-ketentuan s

ebagai berikut -

Dalam jangka waktu 1 x 24 jum sctelah tiba ditempat yang dituju, diwajibkan melaporkan kedatangannya

kepada Camat dan Kepolisian setempat |
Mentaatl ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Daerah H

ikun setempat ;

Menjaga tata teruib, ketentraman, kesopanan dan kesusilagn serta menghindari pernyataan-pemyataan baik

secara lisan atau wlisan atau lukisan yang dapat melukd
bangsa dan negara dari suatu golongan penduduk :
Tidak diperkenankan menjalankan kegratan-kegiatan dilu
tersebut dialas
Setelah berakhimya Survey / research yang bersangkutan
pejabat Pemerintah setempat sebelum meninggalkan daerah
Dalam jangka waktu 1 ( satu ) bulan setelah selesai dilakd
tentang hasil-hasil penehu ;
Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan udak sy
Reterangan ini udak mematuhi ketentuan tersebut diatas.

Sdr. KAPOLRES Lumajung
Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lumaj ang 4
Sclr. Kepala Dipenda Kab. Lursjaiig /

%,

p,
<
~

<

I/menyinggung perasaan alau menghina agama,
ar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana
diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada
penelitian

hkannya Survey diwsjibkan memberikan laporan

alvberlaku lagi apabila ternyata pemegang Surat

Lumajang, 18 JULL2001

a. KERALA BADAN KESATUAN BANGSA

DAN PERLINDUNC AN MASY AR AK AT
S / ABUPATEN LUNLAJANG

3 ¥ ) iy
3dr. Yang Hersanptutan ﬂ( i
i

[
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN

LUMAJANG
KEPALA
Drs. Nawawi Yasid
]
% v
BAGIAN
KELOMPOK JABATAN TATA USAHA
FUNGSIONAL Dra. Yayun Sri.W
|
A v v
SUB. BAGIAN SUB. BAGIAN SUB. BAGIAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN UMUM
Wiwik Sri. S Drs. Moch. Mur Sumamo,BA
% . v ¥y v
L SUR-DINAS SUB. DINAS SUB. DINAS SUB .DINAS SUB. DINAS
PERENCANAAN PENETAPAN PENAGIHHAN SARANA & BAGI HASIL
PENGEMBANGAN PRASARANA y PENDAPATAN
Drs. Ichsanyoto Bambang S, Bsc Drs. Amat Drs. Saprawi Drs. Petrus Ora
iy e A bt
~— SEKSI SEKSI
_ SEKSI SEKSI SEKSI
o R T | e cﬂﬂﬁ%ﬂw@z PENAGIHAN PELAYANAN PENATA USAHAAN
S ; P PAJAK & P Supariyadi BAGI HASIL
Drs<Winarmo A.S Drs. Sutrisno RETRIBUSI PENDAPATAN
Atdmaji, BA PAJAK & NON PAJAK
Umi Hanik, SH
4
< SEKSI SEKSI =
p|  PEMBUKUAN p| PERHITUNGAN SEKSI SEKSI SEKSI BAGI HASIL
DAN-PELAPORAN DAN PENETAPAN UPTD | | PENYELESAIAN | 1 g  KETERTIBAN PAJAK & NON PAJAK
Wil T, SE . MM Murtilasmi SENGKETA Endro Widodo,SH Drs. M. Syaiful R.
: Sugandhi. BA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKS! SEKSI PER UU-AN
MONITORING PENERTIBAN PENDAPATAN PEMELIHARAAN & PENGKAJIAN
»| DANEVALUASI L_p| DANANGSURAN Ly LAIN-LAIN Ly  KEBERSIHAN p|  PENDAPATAN
Drs. M . Erfak Suprapto. Bsc Drs. Timbul S Subandhi, § Sos Imam Subagio, SH

~ - e esre A AT A ED AL W ARIDATEN T HMAJANG NOMOR 23 TAHUN 2000, TANGGAL 11-11-2000
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fisipunej @ jember, wasantara netid
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SURAT - TUGAS

NomorY = /¢ % {} /325.1.2/PP.9/2001

Dekan Fakuitas Ilmu Sosial dan Ilmm Politik Universjtas Jember menugasksn kepada

nama-nama dibawah mni :

No. N a2 m a NIM Keterangan
£ Dewi Dammayant £8 - 1002 Ketua
3 e SR N ‘
2, Tka Verawati ' 98 - 1022 Anggota

Untuk mengikuti Program magang di Kantor Dipenda Kabupaten Lumajang , selama
1 (satu) bulan . Selama meizksanakan kegiztan magang diwsjibkan mengikuti tata tertib
dan disipiin kKezjn vaag berlaku F tenupat nsgang,

Demikian surat tugas ini dibust untuk dilskssnakan debageimsna mestis

] em!?gr, 16 J 2001
D Ek_ 0.

zs MOCH. TOERKI
P. 130 524 832.
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